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ABSTRAK 
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Fasilitasi Peran Pemilih Pemula, Pemuda, dan 

Karang Taruna dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Buton Selatan pada 

Pemilu Tahun 2024” bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda dan pemilih pemula 

dalam pengawasan pemilu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok terfokus (FGD), 

pembentukan kelompok pengawas partisipatif, dan pemanfaatan teknologi. Hasilnya menunjukkan 

peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang mekanisme pengawasan pemilu. 

Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses teknologi, kurangnya kepercayaan diri 

peserta, dan kesenjangan pemahaman antara peserta dari desa dan kota. Pembahasan 

mengungkap bahwa kegiatan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya tentang pentingnya 

literasi politik dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan partisipatif. Keberlanjutan program ini 

memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat, serta 

integrasi inisiatif ini ke dalam program kerja organisasi pemuda seperti Karang Taruna. Secara 

keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Buton 

Selatan melalui partisipasi aktif pemuda dalam pengawasan pemilu. 

Kata Kunci: Pengawasan partisipatif, Pemilih pemula, Pemuda, Karang taruna, 
 

 

1.  Pendahuluan 

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat 
dan berkualitas. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih pemula, pemuda, dan 
organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, memiliki peran strategis dalam memastikan 
transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Pemilih pemula dan pemuda, sebagai 
generasi penerus bangsa, perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya 
pengawasan partisipatif untuk mencegah praktik kecurangan dan memastikan integritas 
pemilu. 

Kabupaten Buton Selatan, sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, 
menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, 
dalam proses pengawasan pemilu. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme 
pengawasan dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara 
menjadi faktor penghambat (Putri, Windarto, dan Alfiniyah 2021). Selain itu, minimnya 
keterlibatan pemuda dalam proses politik formal seringkali membuat suara mereka kurang 
terdampak, padahal mereka merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan 
yang dihasilkan dari proses pemilu (Fathurokhman 2022). 
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Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan menunjukkan 
bahwa partisipasi pemilih pemula pada Pemilu sebelumnya masih relatif rendah, yaitu 
sekitar 52-58%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang pentingnya partisipasi 
dalam pemilu dan peran mereka sebagai pengawas partisipatif (Hamdani, Herdiansyah, dan 
Bintari 2021). Di sisi lain, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki 
jaringan luas di tingkat desa dan kecamatan, memiliki potensi besar untuk menjadi agen 
perubahan dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan pemilu (Pratama dan Rahmat 
2018). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya kapasitas 
dan dukungan yang memadai. 

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi politik di kalangan pemuda 
dan pemilih pemula (Shadiqi, Mangkurat, dan Ernawati 2022). Banyak dari mereka yang 
belum memahami hak-hak mereka sebagai pemilih, termasuk hak untuk mengawasi proses 
pemilu. Rendahnya literasi politik pemilih pemula berkorelasi langsung dengan rendahnya 
partisipasi mereka dalam proses pemilu, termasuk dalam pengawasan partisipatif (Putri 
2017). Penelitian ini menyoroti pentingnya program edukasi yang sistematis untuk 
meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang hak dan kewajiban mereka dalam 
pemilu. 

Keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi juga menjadi kendala dalam 
meningkatkan partisipasi dan pengawasan pemilu (Hoke 2009). Padahal, di era digital 
seperti sekarang, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pengawasan, 
seperti melalui aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu. Penggunaan teknologi informasi 
dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh masyarakat, termasuk pemuda 
(Macintosh, Welch, dan Gisler 2005). Namun, implementasinya memerlukan dukungan 
infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Peran pemuda dan Karang Taruna dalam pengawasan partisipatif juga penting untuk 
mencegah praktik politik uang, intimidasi, dan manipulasi data pemilih yang masih marak 
terjadi di beberapa daerah (Purenne 2016). Partisipasi aktif masyarakat, terutama pemuda, 
dalam pengawasan pemilu dapat mengurangi praktik kecurangan (Sutarno 2022). Temuan 
ini menguatkan argumen bahwa keterlibatan pemuda dalam pengawasan pemilu tidak 
hanya penting untuk memastikan integritas pemilu, tetapi juga untuk membangun budaya 
demokrasi yang lebih baik. 

Melibatkan pemuda sebagai pengawas partisipatif, diharapkan dapat tercipta 
lingkungan pemilu yang lebih bersih dan berkualitas. Selain itu, partisipasi aktif pemuda 
dalam pengawasan pemilu juga dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif, 
sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik di masa depan (Rozi et al. 2023). 

Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi pemilih pemula, pemuda, 
dan Karang Taruna dalam meningkatkan peran mereka sebagai pengawas partisipatif pada 
Pemilu 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif tentang 
pentingnya pengawasan pemilu, serta terciptanya mekanisme partisipatif yang melibatkan 
pemuda dalam memastikan proses pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, 
kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas Karang Taruna sebagai mitra 
strategis dalam membangun budaya partisipasi politik yang sehat di tingkat akar rumput. 

 
2.  Metode Pelaksanaan 
 
Sosialisasi dan Edukasi 
a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu. 
b. Menjelaskan mekanisme pengawasan pemilu yang dapat dilakukan oleh masyarakat, 

termasuk tahapan pemilu yang perlu diawasi (pendaftaran pemilih, kampanye, 
pemungutan suara, dan penghitungan suara). 
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c. Menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pemilih, khususnya pemilih 
pemula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

d. Menggunakan media visual seperti video dan infografis untuk memudahkan 
pemahaman peserta, mengacu pada penelitian Wijaya dan Nugroho (2021) yang 
menunjukkan efektivitas penggunaan media visual dalam meningkatkan literasi politik. 

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) 

a. Membahas tantangan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam 
pengawasan pemilu, termasuk kendala yang sering dihadapi seperti kurangnya akses 
informasi dan ketakutan akan dampak negatif. 

b. Merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Karang Taruna dan 
organisasi pemuda lainnya, seperti membentuk kelompok pengawas mandiri dan 
memanfaatkan media sosial untuk kampanye pengawasan. 

c. Melibatkan narasumber dari Bawaslu, akademisi, dan aktivis pemuda untuk memberikan 
perspektif yang beragam. 

Pemanfaatan Teknologi: 

a. Memperkenalkan aplikasi atau platform digital yang dapat digunakan untuk melaporkan 
pelanggaran pemilu secara real-time, seperti aplikasi Kawal Pemilu atau Lapor 
Bawaslu. 

b. Melatih peserta dalam menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan bukti 
pelanggaran, seperti foto, video, dan catatan lapangan. 

c. Mengadakan sesi pelatihan khusus tentang keamanan digital untuk melindungi identitas 
dan data peserta saat melaporkan pelanggaran. 

Monitoring dan Evaluasi 

a. Melakukan monitoring terhadap kegiatan kelompok pengawas partisipatif untuk 
memastikan rencana aksi berjalan sesuai target. 

b. Mengadakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi 
area yang perlu ditingkatkan. 

c. Mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang 
 

3.  Hasil dan Pembahasan 
 

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pemilih pemula, pemuda, dan Karang 
Taruna dalam melakukan pengawasan partisipatif. Pembentukan kelompok pengawas 
partisipatif menjadi langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas 
proses pemilu di Kabupaten Buton Selatan. Namun, beberapa tantangan masih perlu 
diatasi, seperti kurangnya kepercayaan diri peserta dan keterbatasan infrastruktur teknologi 
(Mata dan Pont 2016). 
a. Peningkatan Pemahaman dan Literasi Politik 

Peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme pengawasan pemilu 
menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan pelatihan yang digunakan efektif. Program 
edukasi yang sistematis dapat meningkatkan literasi politik pemilih pemula (Prayugo dan 
Prayitno 2022). Literasi politik yang baik merupakan fondasi penting bagi partisipasi aktif 
dalam proses demokrasi, termasuk dalam pengawasan pemilu (Sitoh Anang 2022). 

Penggunaan media visual seperti video dan infografis dalam kegiatan ini terbukti 
efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Media visual dapat menyederhanakan 
informasi kompleks tentang pemilu dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh pemilih 
pemula (Gupta et al. 2016). Hal ini juga membantu peserta yang memiliki latar belakang 
pendidikan berbeda untuk tetap dapat mengikuti materi dengan baik. 

 
b. Peran Pemuda dalam Pengawasan Partisipatif 
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Pemuda memiliki peran krusial dalam pengawasan pemilu karena mereka cenderung 
lebih melek teknologi dan memiliki energi yang besar untuk terlibat dalam proses demokrasi. 
Namun, partisipasi mereka seringkali terhambat oleh kurangnya kepercayaan diri dan 
dukungan dari lingkungan sekitar. Pelibatan pemuda dalam pengawasan pemilu dapat 
meningkatkan kualitas pemilu secara signifikan (Angelia et al. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pemuda juga memiliki jaringan sosial yang luas, baik secara offline maupun online, 

yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya 
pengawasan pemilu. Dalam kegiatan ini, peserta diajak untuk memanfaatkan media sosial 
sebagai alat kampanye dan edukasi kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tren 
partisipasi politik generasi muda yang semakin mengandalkan platform digital (Respati 
2017). 

 
c. Dampak Pengawasan Partisipatif terhadap Integritas Pemilu 

 
Pengawasan partisipatif oleh masyarakat, khususnya pemuda, dapat mengurangi 

praktik kecurangan seperti politik uang, intimidasi, dan manipulasi data pemilih (Devi dan 
Jatra 2022). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kelompok pengawas telah siap 
memantau tahapan pemilu, yang merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan 
integritas pemilu. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada dukungan 
dari lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU. 

Pengawasan partisipatif dapat mengurangi praktik kecurangan (Hoffmann 2011). Hal 
ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya 
penting untuk memastikan integritas pemilu, tetapi juga untuk membangun budaya 
demokrasi yang lebih baik. 

 
d. Tantangan dan Solusi 

 
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses teknologi di daerah 

pedesaan. Meskipun peserta telah dilatih menggunakan aplikasi pelaporan, infrastruktur 
internet yang kurang memadai dapat menghambat proses pelaporan (Adofo 2022). Solusi 
yang dapat dipertimbangkan adalah menyediakan akses internet gratis di titik-titik strategis 
atau menggunakan metode pelaporan offline yang kemudian dapat dikirimkan ke Bawaslu. 

Selain itu, kurangnya kepercayaan diri peserta dalam melaporkan pelanggaran juga 
menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari 
pihak penyelenggara kegiatan, seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. 

 

                              Gambar 1. Pemberian materi 



Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani Ahmad Daholu. 2(2): 89-95 

 

P-ISSN: 3031-8130 | E-ISSN: 3031-8149 93 

  

Pendampingan ini dapat berupa sesi konsultasi atau forum diskusi untuk membahas kasus-
kasus pelanggaran yang ditemukan. 

 
e. Keberlanjutan Program 
 

Untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan pendampingan berkelanjutan 
dari pihak penyelenggara kegiatan, seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya 
masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum 
komunikasi antara kelompok pengawas dan lembaga pengawas pemilu untuk memastikan 
koordinasi yang berkelanjutan. 

Keberlanjutan program juga dapat didukung dengan mengintegrasikan kegiatan 
pengawasan partisipatif ke dalam program kerja Karang Taruna dan organisasi pemuda 
lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti setelah Pemilu 
2024, tetapi dapat terus dilaksanakan pada pemilu-pemilu berikutnya. 

 
f. Implikasi bagi Kebijakan 

 
Hasil kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan KPU 

Kabupaten Buton Selatan untuk merancang kebijakan yang mendukung partisipasi pemuda 
dalam pengawasan pemilu. Misalnya, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk 
pelatihan pengawas partisipatif atau menyediakan insentif bagi kelompok pengawas yang 
aktif. 

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk 
regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Misalnya, 
dengan memberikan perlindungan hukum bagi pengawas partisipatif yang melaporkan 
pelanggaran atau memberikan penghargaan bagi kelompok pengawas yang berprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Kesimpulan 

Kegiatan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi 
pemuda dan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu. Pembentukan kelompok 
pengawas partisipatif dan peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme 
pengawasan menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan integritas pemilu di 
Kabupaten Buton Selatan. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Gambar 2. Penutupan Kegiatan 
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tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan teknologi dan kurangnya kepercayaan diri 
peserta. 

Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat, 
inisiatif ini dapat berkontribusi pada pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, 
keberlanjutan program ini juga dapat menjadi fondasi untuk membangun budaya partisipasi 
politik yang sehat di kalangan pemuda dan masyarakat luas. 
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